
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 40 TAHUN 2021  

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA NOMOR PER/16/M.PAN/08/2008 TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN 

NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang pertanggungjawaban 

keuangan negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/16/M.PAN/08/2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan 

Keuangan Kementerian Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan sehingga perlu dicabut; 

b.  bahwa pengaturan mengenai pedoman penyusunan dan 

penyampaian laporan keuangan kementerian/lembaga 

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian 
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Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 

222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

                            c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 

Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/16/M.PAN/08/2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan 

Keuangan Kementerian Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 
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APARATUR NEGARA NOMOR PER/16/M.PAN/08/2008 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA. 

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/16/M.PAN/08/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara, dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

  

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di  Jakarta  

pada tanggal 27 Agustus 2021 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

                                                                                       ttd 

 

TJAHJO KUMOLO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 7 September 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

BENNY RIYANTO 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1016 


